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' 1, E “Penjatuh: : srupa Restitusi Untuk Korban
DESTIANTI, ELVIRA. 2024, “Penjatuban Hukuman B'crupd Rests i
Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak Dalam Perspektif Keafillan . Program Magister
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat.
Pembimbing: Prof, Dr. Ifrani, S.H., M.H. 108 halaman.

RINGKASAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pcmbangunan,’yaltu generas) yang
dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang lmrkclan;u@n dan pemegang
kendali masa depan suatu negara, tak terkecuali indonesia. Kasus tindak pidana pcmbunuhan_
pada anak yang terjadi di Indonesia sampai saat ini semakin meningkat, Anak yang mcnjqd|
menjadi  pelaku  maupun  korban  tindak  pidana  tidak sepenuhnyg bisa
mempertanggungjawabkan perbuatan kesalahannya dikarenakan anak-anak yang masih bglum
cakap hukum, masih memerlukan bimbingan dan arahan sebagai anak yang mempunyai hak
untuk keberlangsungan hidup sehingga anak dikecualikan dalam pemberian sanksi pidana.

Upaya perlindungan hak anak diatur melalui Undang-undang Sistem Peradilan Pidgna Anak,
dalam Undang-undang ini mengatur tentang hukuman pidana tambahan ganti rugi/restitusi.
Restitusi merupakan pembayaran ganti rugi pada korban. Pembayaran ini memiliki beberapa
tujuan salah satunya sebagai bentuk tanggung jawab pelaku. Pemerintah telah mengatur terkait
pembayaran ganti rugi ini melalui peraturan pemerintah dan undang-undang. Besarnya ganti
rugt ini tergantung dari kerugian dari korban baik berupa materiil maupun immateriil. Menurut
Peraturan Mahkamah Agung No. | Tahun 2022 Restitusi merupakan ganti kerugian yang
diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Dengan
restitusi, maka korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan
keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaannya, serta
dipulihkan asetnya. Pengaturan terkait penggantian ganti rugi/restitusi dalam ketentuan KUHP

sekarang ini, belum mengenal hal dalam penjatuhan hukuman pidana anak maupun secara
umum.

Didalam Putusan Pengadilan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm, khususnya dipenjatuhan
pidana tambahan berupa restitusi terhadap anak memiliki sejumlah problematika, diantaranya
penjatuhan pidana tambahan berupa restitusi dalam putusan tersebut belum diatur secara jelas
di dalam KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi
Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung No. |
Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi Dan
Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana Menurut penulis, putusan ini menimbulkan
kekosongan norma hukum, yang mana majelis hakim dalam memutuskan putusan ini tidak

berdasar, 'artinya penjatuhan pidana tambahan dalam hal restitusi tersebut tidaklah memenuhi
rasa keadilan bagi korban.

Maka perlu adanya peraturan restitusi yang dapat dikenakan pada Tindak Pidana Pembunuhan

Anak haru'slah tertuang didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor | | Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) secara jelas, terperinci dan adil dikarenakan
pcla}:u .maupun‘korban berstatus sebagai anak. Mengingat di Indonesia peraturan mengenai
restntqsn untuk tindak pidana pembunuhan anak tidak tertuang didalam UUSPPA. Selanjutnya
penulis berharap nantinya, didalam UUSPPA tertuang besaran nominal yang terperinci pida'na
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tambahan restitusi untuk tindak pidana pembunuhan pada anak, bukan hanya sekedar
menyamakan dengan kasus-kasus yang sudah pernah terjadi. Agar di masa yang akan datang
majelis hakim dapat dengan bijaksana dalam memutuskan besaran nominal restitusi secara adi}
dan berkekuatan hukum yang tetap, sehingga nantinya korban tindak pidana terscbut
mendapatkan pemulihan yang adil.
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DESTIANTI, ELVIRA, 2024, “Penjatuhan Hukuman Berupa Restitusi Untuk
Korban Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak Dalam Perspektif
Keadilan®, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program
Pascasatjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Prof. Dr.
Ifrani, S.H., M.H. 108 halaman,

ABSTRAK

Kata Kunci : Restitusi, Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak, Keadilan.

Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis adanya
kekosongan hukum terhadap undang-undang republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai restitusi tindak pidana
pembunuhan oleh anak. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis
penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian
ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statue Approach), pendekatan
konseptual (Conceptual Approach) dan Pendekatan Case (Case Approach).

Menurut Hasil penelitian tesis yang diperoleh bahwa terdapat kekosongan hukum
pada undang-undang republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak mengenai restitusi tindak pidana pembunuhan oleh anak
Menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 Restitusi merupakan ganti
kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana
atau pihak ketiga. Dengan restitusi, maka korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-
hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke
tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaannya, serta dipulihkan asetnya. Pengaturan
terkait penggantian ganti rugi/restitusi dalam ketentuan KUHP sekarang ini, belum
mengenal hal dalam penjatuhan hukuman pidana anak maupun secara umum.
Didalam Putusan Pengadilan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN 1dm, khususnya
dipenjatuhan pidana tambahan berupa restitusi terhadap anak memiliki sejumlah
problematika, diantaranya penjatuhan pidana tambahan berupa restitusi dalam
putusan tersebut belum diatur secara jelas dalam KUHP, Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang
Menjadi Korban Tindak Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun
2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi Dan
Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Menurut penulis, putusan ini
menimbulkan kekosongan norma hukum, yang mana majelis hakim dalam
memutuskan putusan ini tidak berdasar, artinya penjatuhan pidana tambahan dalam
hal restitusi tersebut tidaklah memenuhi rasa keadilan bagi korban. Maka dar itu
perlu adanya peraturan restitusi yang dapat dikenakan pada Tindak Pidana
Pembunuhan Anak haruslah tertuang didalam Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) secara
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I)I-JS'I'I(\N'I'I. ELVIRA, 2024, “lmposing Punishment in the Form of Restitution for
Victims of the Crime of Murder by Children in the Perspective of Justice” PoMastet

b ] ! .
lwgmm - Law, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat
University. Supervisor: Prof. Dr. 1frani, S.11,, M.11, 108 pages

ABSTRACT
Keywords : Restitution, Crime of Murder by a Child, Justice.

The aim of this thesis research 1s 10 determine and analyze the existence of legal gaps in the
Republic of Indonesia Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice
System regarding restitution for criminal acts of murder by children. The type of research that
the author uses is normative legal rescarch, The research approaches used in this research are
the statutory approach, conceptual approach and Case Approach.

According to the results ol the thesis research, it was found that there is a legal vacuum in
Republic of Indonesia Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice
System regarding restitution for the crime of murder by children according to Supreme Court
Regulation No. 1 of 2022 Restitution is compensation given to victims or their families by the
perpetrator of a crime or a third party. With restitution, victims can have their freedom, legal
rights, social status, family life and citizenship restored, returned to their place of residence,
their job restored, and their assets restored. Regulations regarding compensation/restitution in
the current provisions of the Criminal Code do not yet recognize matters regarding the
imposition of criminal sentences on children or in general. In Court Decision Number
24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm, especially the imposition of additional punishment in the form
of restitution against children has a number of problems, including the imposition of additional
punishment in the form of restitution in this decision has not been clearly regulated in the
Criminal Code. the Laws of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 concerming the
Juvenile Justice System, Government Regulation Number 43 ol 2017 concerning the
Implementation of Restitution for Children Who Are Victims of Crime, and Supreme Court
Regulation No. 1 of 2022 concerning Procedures for Completing Applications and Providing
Restitution and Compensation to Victims of Crime. According to the author, this decision
creates a vacuum in legal norms, where the panel of judges in deciding this decision is baseless,
meaning that imposing additional punishment in terms of restitution does not fulfill the sense
of justice for the victim. Therefore. it is necessary to have restitution regulations that can be
imposed on the crime of child murder which must be stated in Law of the Republic of Indonesia
Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UUSPPA) clearly, n
detail and fairly because the perpetrator and victim have the status of children. Bearing in mind
that in Indonesia the regulations regarding restitution for the crime of child murder are not

contained in the UUSPPA.
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